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Skripsi ini berjudul Perbandingan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil
Calon Walikota Terhadap Pilwali 2013 dengan Pilwali 2018 Kota Makassar.
Adapun tujuan penulisan yang sangat ingin di capai yakni untuk mengetahui
Perbandingan Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Calon Walikota Terhdapap
Dukungan Partai Politik Pilwali 2013 Dengan Pilwali 2018 Kota Makassar dan
Bagaimana Dinamika Partai Politik Pilwali 2018 Kota Makassar.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, adapun teori yang
digunakan dalam skripsi ini yaitu Teori Pemilihan Umum dan Teori Perilaku
Politik, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan
untuk mendiskripsikan atau menggambarkan secara akurat Perbandingan dan
Dinamika Pilwali Kota Makassar. Adapun Tehnik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pemilihan Calon Walikota
dan Wakil Calon Walikota Terhadap Pilwali 2013 Dengan Pilwali 2018 Kota
Makassar terdapat perbandingan yang menarik perhatian dimana pada pilwali
2013 terdapat 10 calon pasangan dan beberapa pasangan calon mendapat
dukungan partai politik seperti : Adil Patu - Isradi Zainal, Supomo Guntur - Kadir
Halid, Tamsil Linrung - Das’ad Latif, Danny Pomanto - Syamsu Rizal, Irman
Yasin Limpo - Busrah Abdullah. Pilwali 2018 awalnya hanya terdapat 2 calon
kuat yaitu Moh Rhamdan Pomanto - Indira Mulyasari dan  Munafri Arifuddin –
Andi Mustika Dewi. 2). Moh Rhamdan Pomanto mendaftar sebagai calon
Walikota penantang  Munafri Arifuddin yang telah membentuk Koalisi besar
dengan 10 Partai Politik yakni Golkar, Nasdem, PAN, PKPI, Hanura, PPP, PKS,
Gerindra dan PDIP, akan tetapi Danny Pomanto tetap optimis meski maju secara
Independen sebab banyak mendapat dukungan dari kalangan masyarakat. Namun
tidak berselang lama Danny pomanto dikaitkan dengan kasus dugaan politik
praktis yang membuat dirinya harus didiskualifikasi. Dalam hal ini Appi yang
hanya tinggal sebagai satu-satunya calon sangat optimis bisa memenangkan
Pilwali 2018 dengan hanya melawan Kotak Kosong. Namun pada akhirnya Appi





Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya
memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup
mereka. Demokrasi mengizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung
atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Kita Mengenal bermacam-macam istilah demokrasi, Ada yang dinamakan
Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin,
Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional
dan sebagainya. Semuakonsep ini memakai istilah Demokrasi yang menurut asal
kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people (Pemerintah oleh
Rakyat). Kata yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti
kekuasaan/berkuasa.1
Sesudah Perang Dunia II, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi
merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang
diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka: “mungkin untuk pertama
kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar
1 Miriam Budirdhjo“Dasar-Dasar Ilmu Politik” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama,2014), h. 105.
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untuk sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-
pendukung yang berpengaruh”2.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila,
masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat
berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkai ialah bahwa
beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam
Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai
naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
mengenai sistem pemerintah negara.
Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan
kekuasan belaka dan Sistem Konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas Sistem
Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (Kekuasaan yang tidak
terbatas).3
Sejak Orde Baru lengser pada 1998 demokrasi telah menjadi kosakata paling
banyak diucapkan. Ia telah menjadi kata kunci penting yang identik dengan
perjuangan gerakan reformasi yang digulirkan oleh para tokoh reformasi dan
kalangan mahasiswa. Tidak ada reformasi tanpa demokrasi. Demikian sebaliknya,
tidak ada demokrasi tanpa reformasi. Dua kata ini laksana dua sisi dari satu keeping
mata uang dalam sejarahnya, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan
(freedom). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik: demokrasi
2 Miriam Budirdhjo“Dasar-Dasar Ilmu Politik”,  h. 105.
3 Miriam Budirdhjo  “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, h. 105.
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merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga
melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Demokrasi tidak datang
dengan tiba-tiba dari langit.Ia merupakan proses panjang melalui pembiasaan,
pembelajaran dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan
demokratis adalah mutlak dibutuhkan.
Sejak tahun 1950-an telah disadari secara mendalam oleh sejumlah pakar
danilmuwan pakar serta ilmuwan bahwa asumsi demokrasi yang demokratis tidak
lebih dari kebiasaan sempit para pakar ilmu sosial dan ilmu politik barat saja.
Artinya “universalitas” dari ciri dan proses demokrasi, ternyata secara actual-
empiris tidak belaku, sebab ciri-ciri lokal, seperti faktor sejarah, kebudayaan, sosial
dan ekonomi tidak bisa diabaikan begitu saja, karena hal tersebut membentuk
budaya politik dan sebagai jati diri sebuah negara. Hal itu tercermin juga dalam
bentuk kebebasan informasi yang mencakup kebebasan pers.4
Pemilihan Umum adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah pemerintahan
yang demokratis. Secara umum, negara yang demokratis wajib mengadakan sebuah
pemilihan umum untuk memilih pemimpin di negara itu tidak hanya secara rutin
atau regular, tetapi juga harus berlandaskan pada asas pemilu demokratis, yaitu asas
langsung, umum, bebas, jujur dan adil.5
4Anwar Arifin “Perspektif Ilmu Politik” ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015) h. 153.
5Ikhsan Darmawan “Analisis Sistem Politik Indonesia” ( Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013)
h. 45.
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Mengawali pemahaman terhadap makna dari sistem Pemilihan Umum
(Pemilu), tetapi perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang
dari dilaksanakannya Pemilu tersebut.Berangkat dari pengertian demokrasi yang
berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyatdan untuk rakyat, maka hal ini
mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada ditangan rakyat dan
segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut
maka Pemilu dipercayai sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.
Pelaksanaan demokrasi melalui Pemilu dirancang unuk menggantikan sistem
pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang dinilai cenderung memunculkan
pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan
demokrasi melalui Pemilu bukanlah sistem yang sempurna yang tidak mempunyai
kelemahan-kelemahan. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan
para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan
menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.6
Sebagai sarana demokrasi, Pemilihan Umum memang menjadi harapan
bangsa Indonesia dalam rangka membentuk pemerintahan yang mencerminkan dan
mampu melaksanakan aspirasi rakyat. Pemilihan Umum merupakan sarana
pengewajantahan kedaulatan rakyat, dalam rangka menentukan, mengatur,
6Muhadam Labolo | Teguh ilham “Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia:
Teori, Konsep dan Isu Strategis” ( Jakarta: Penerbit  PT. RajaGrafindo Persada, 2015) h. 46
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menyelenggarakan dan mengurus kehidupan bersama dalam sebuah negara yang
merdeka dan berdaulat.7
Memilih seorang sosok pemimpin yang baik sesuai dengan ajaran Islam
dengan menunjukkan jelas bahwa larangan memilih pemimpin non muslim bagi
wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, Allah swt berfirman QS: An Nisa’
ayat 58.
Terjemahannya:
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar,
maha melihat.8
Ayat di atas mengajarkan bahwa berlaku adil dalam menjalani kehidupan
sehari-hari yang dan mampu untuk menyampaikan amanat kesetiap pemimpin yang
kita pilih untuk dapat tetap berada di jalan yang baik agar nantinya tidak terlena
7Adhitya Oktayudiarta Saswoyo Putro “Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Di
Kabupaten Grobogan Dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan 2011 dan Pemilukada Jawa Tengah
2013 www.fisip.uinip.ac.id (Suatu Studi Tentang PerbandinganPemilukada)” Skripsi (Jurusan Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2013)  h. 4
8Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya (Solo: Abyan, 2014),
h. 88
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dalam kekuasan yang di jabati hingga mampu menjalankan pemerintahan yang baik
dan dapat berlaku adil kesetiap warga masyarakat yang dipiminnya.
Pemilu merupakan manifestasi dari demokrasi yang sesungguhnya karena
kedaulatan sudah sepenuhnya kembali ke tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Danakhirnya rakyat bebas menjatuhkan pilihannya bahkan tidak sedikit
dana yang dibutuhkan demi sebuah pemilihan pejabat politik yang legitimate.
Dengan kata lain, akan lebih demokratis seperti yang diharapkan dan diamanatkan
dalam amandemen UUD 1945 Pasal 18.9
Di salah satu kota besar di Indonesia yaitu kota Makassar melaksanakan
pesta demokrasi dengan cara pemilukada yang sangat demokratis dan bahkan
terlaksana dengan baik, seperti di daerah lain pemilihan sosok pemimpin daerah
Kabupaten/Kota banyak diminati oleh para kaum elit politik untuk memperebutkan
kursi kepemimpinan di daerah itu. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
meloloskan 10 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk bersaing di
pemilihan kepala daerah pada 18 September 2013.
Kesepuluh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang dinyatakan
lolos oleh KPU Makassar itu terbagi dua. Mereka yang mendapat sokongan dari
partai politik dan calon yang maju secara individual atau tanpa dukungan partai,
seluruh pasangan calon lolos semua, baik lewat partai maupun perseorangan.
9UUD 1945 Pasal 18 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara
demokratis.
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Pada Pilwali Kota Makassar 2018 berbanding terbalik yang dimana calon
petahana Mohammad Ramdhan Pomanto yang kembali mencalonkan diri sebagai
Wali Kota Makassar melalui jalur independent atau jalur perseorangan tetap
optimistis memenangi Pilwali Makassar 2018. Pria yang akrab disapa Danny
Pomanto ini, Danny Pomanto tetap optimistis menang tanpa dukungan dari partai
politik. Terlebih lagi Danny Pomanto melawan 10 partai politik yang mendukung
pesaingnya. Dia mengungkapkan, selain melawan 10 partai politik, sudah lama ada
pihak yang terus mencegah dirinya mencalonkan kembali sebagai Wali Kota
Makassar. Pencalonan Danny Pomanto digugat yang telah ditetapkan oleh KPU
Makassar. Dua Paslon Pilkada Makassar Ditetapkan, tetapi tidak ada Kandidat yang
hadir untuk diketahui, dalam Pilkada Makassar 2018, KPU Makassar telah
menetapkan dua pasangan calon, yaitu nomor urut 1 ditempati pasangan Munafri
Arifuddin-Andi Mustika Dewi (Appi-Cicu).
Danny Pomanto, meninggalkan pasangan sebelumnya, Syamsul Rizal (Ical),
dan maju pada Pilkada Makassar bersama Indira Mulyasari Paramusti melalui jalur
perseorangan atau independent. Pasangan Danny-Indira (Diami) ini telah ditetapkan
sebagai kandidat Pilkada Makassar 2018 dengan nomor urut 2. Namun nomor urut 2
telah di perkarakan kasus dan akhirnya batal menjadi calon Walikota dan calon
Wakil Walikota hingga akhirnya nomor urut 1 melawan kotak kosong10. Banyak




namun tetap harus memilih pemimpin yang baik yang sesuai dengan konsep
demokrasi dan ajaran islam sebab memilih seorang pemimpin adalah persoalan
yang sulit namun di mudahkan melalui 2 ayat suci Al-Qur’an mengajarkan kita
tentang bagaimana memilih seorang pemimpin yang baik QS: An Nisa’ ayat 59.
Terjemahannya:
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (al-quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 11
Pada ayat di atas menganjurkan untuk bertawakal kepada Allah, satu-
satunya penentu keberhasilan dan kegagalan .taat pada setiap pemegang kekuasaan
atau pemimpin yang berada dalam lingkungan di sekitar kita, sebagai ummat atau
masyarakat kita harus mampu berada dalam lingkungan yang taat pada ajaran dan
aturan agar mendapat kehidupan yang damai nantinya.
Islam menganjurkan memilih pemimpin yang berahlak baik atau
mempunyai keimanan agar dapat melindungi masyarakatnya dari ajaran sesat
kemudian mampu membawa ke ajaran lebih bernilai ibadah sehingga mampu
11Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya: h. 88
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membawa kedamaian dan ketaatan, setiap pemimpin memiliki masa atau periode
sebab setiap kekuasaan tidak akan bertahan lama atau tidak abadi seperti yg terdapat
pada  QS: Al Imran ayat 26.
Terjemahnya:
Katakanlah (muhammad), “wahai tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan
kekuasaan kepada siapa pun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut
kekuasaan dari siapa pun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa
pun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa pun yang engkau
kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh, engkau maha
kuasa atas segala sesuatu.12
Ayat di menjelaskan bahwa tidak ada kekuasaan atau jabatan yang abadi
maka dari itu jangan pernah terlena atas setiap jabatan yang di pegang karna setiap
jabatan akan ada batasnya, jika Allah menghendaki maka setiap yang kita miliki
akan di ambilnya kembali maka dari itu jangan terlalu berambisi ingin menjadi
pemimpin karna itu hanya akan menjeruskan dalam hal yang berdampak buruk tapi
12 Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya: h. 54
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berambisilah dalam kebaikan dan menjalankan setiap kepemimpinan yang
berlandaskan ajaran islam.
Selain ayat yang mengenai pemilihan seorang pemimpin adapun hadist
berkaitan tentang hal tersebut yang berbunyi:
Artinya:
Dari Abu Dzar KA, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda,"Hai
Abu Dzar, aku melihat bahwasanya kamu ini adalah orang yang lemah dan
aku menyayangimu seperti aku menyayangi diriku. Oleh karena itu,
janganlah kamu memimpin atas dua orang dan jangan pula kamu memegang
amanat harta anak yatim"(HR> Muslim No.1208).13
Hadis tersebut menganjurkan untuk menjaga baik amanah yang telah
diberikan setelah menjadi seorang pemimpin dan tidak diperbolehkannya orang
yang lemah memimpin sebab memegang suatu amanah haruslah betul-betul sehat
jasmani dan rohani agar dapat memimpin banyak umat dalam suatu wilayah dan
mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat. Sebagai rakyat yang akan
menyalurkan hak pilihnya harus tepat dalam menggunakan hak pilih sebab perlu di
ingat bahwa hak pilih termasuk amanah dan persaksian di hadapan Allah yang
13 Syaikh M. Nashiruddin Al-Albani, Mukhashar Shahih Muslim : (Ringkasan) Hadits Kitab
Shahih Muslim (Jakarta : Shahih, 2016), h. 11.
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semua itu nantinya akan di pertanggung jawabkan di hadapan-Nya, oleh sebab itu
jangan digunakan sembarangan dan jangan mengedepankan hawa nafsu.14
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji,
mengamati, dan mempelajari fenomena tersebut dalam sebuah penelitian dengan
judul “Perbandingan Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Calon Walikota
Terhadap Pilwali 2013 Dengan Pilwali 2018 Kota Makassar”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus penelitian yaitu peneliti meniti beratkan pada perbandingan dukungan
partai politik pada pilwali 2013 dengan 2018 pada di Kota Makassar
2. Deskripsi fokus
Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, dapat di deskripsikan bahwa
subtansi masalah dan pendekatan yang digunakan yaitu kontestasi pada
perbandingan dukungan partai politik pada pilwali 2013 dengan 2018 di
Kota Makassar. Peneliti Cuma menfokuskan masalah pada perbandingan
dukungan partai pada pilwali 2013 dengan 2018 di Kota Makassar dan
Dinamika pada pilwali 2018.
14 Syaikh M. Nashiruddin Al-Albani, Mukhashar Shahih Muslim : (Ringkasan) Hadits Kitab
Shahih Muslim (Jakarta : Shahih, 2016), h.12
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C. Rumusan Malasah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana Perbandingan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Calon
Walikota Terhadap Pilwali 2013 dengan Pilwali 2018 Kota Makassar?
2. Bagaimana Dinamika Partai Politik pada Pilwali 2018 Kota Makassar ?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian
bertujuan untuk mendekskripsikan dan menganalisis perbedaan yang terdapat pada
Pilwali pada tahun 2013 dengan pilwali 2018 di kota Makassar.
Namun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
a. Bagaimana Perbandingan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Calon
Walikota Terhadap Pilwali 2013 dengan Pilwali 2018 Kota Makassar
b. Bagaimana Dinamika Partai Politik Pada Pilwali 2018 Kota Makassar.
2. ManfaatPenelitian
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat
tentang perbedaan yang terjadi di Pilkada kota Makassar dan perkembangan
ilmu pengetahuan, khusunya di dunia politik.
b. Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang dunia politik.
c. Kegunaan Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki
implikasi langsung bagi yang terlibat dan pembacanya antara lain:
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1. Sebagai bahan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat Kota
Makassar untuk lebih memahami ilmu politik.
2. Memberikan konstribusi positif bagi masyarakat untuk memahami
apa yang sedang terjadi dan berkembang pada lingkungan (sosial
budaya) sekitarnya.
3. Sebagai bahan masukan dan saran tentang pesta demokrasi (Pilkada)
terkait isu-isu politik.
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E. Tinjauan Karya Terdahulu
Tinjauan pustaka berguna untuk membantu penulis dalam menentukan
langkah-langkah sistematis dari teori dan analisis politik.tinjauan pustaka dijadikan
referensi dalam menggunakan analisis politikpada penelitian ini sehingga penulis
dapat dengan tepat menggunakan analisis poliikpada obyek yang akan diteliti.
Berikut adalah tinjauan pustaka yang telah penulis kumpulkan, sebagai referensi
dengan karakteristik judul yang sama dengan judul peneliti.
1. ”Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Grobogan Dalam
Pemilukada Kabupaten Grobogan 2011 dan Pemilukada Jawa Tengah 2013”
oleh Adhitya Oktayudiarta Saswoyo Putra.
Dari Hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas responden memiliki
perilaku memilih lebih besar pada Pilbup 2011 yaitu 72%, sedangkan Pilgub
2013 hanya 44%. Hal tersebut disebabkan karena Pilbup lebih direct menyangka
kesejaheraan masyarakat Kabupaten Grobogan. Perbedaan tingkat partisipasi
pemilih pada Pilbup 2011 dengan Pilbup 2013 juga dapat dilihat dari factor
proximitry, selain itu sebesar 47% responden beralasan menggunakan hak
pilihnya dalam Pilbup 2011 karena tertarik pada figure kandidat dan sebanyak
18%  karena anjuran tokoh agama/masyarakat.
Peneliti menyimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat
dalam Pemilukada Bupati dan Pemilukada Gubernur. Dilihat dari beberapa
variable, yakni dari tingkat pendidikan, alasan administratif tidak terdaftar di
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DPT, figure kedekatan Calon Pilbup dan Pilgub, serta asal daerah desa atau
kecamatan.15
Pada penelitian diatas yang mengkaji tentang perbandingan partisipasi
pemilih dalam pemilukada kabupaten Grobogan 2011 dan Pemilukada Jawa
Tengah 2013 dengan penelitian yang saya lakukan memiliki persamaan
penelitian yang berfokus pada perbandiangn tahun pemilihan dan terdapat pula
perbedaan dari penelitian di atas dan penelitian saya yaitu di atas berfokus pada
tingkat partisipasi dalam kurung waktu 3 tahun terakhir yang tingkat
partisipasinya lebih tinggi pada saat pilbup di bandingkan pilgub sedangkan
pada penelitian saya lebih berfokus pada perbedaan yang terjadi pada satu
daerah yaitu Kota Makassar dalam dua periode pemilihan walikota baru yaitu
pada Pilwali 2013 dengan Pilwali 2018.
2. “Perbandingan Pola Rekrutmen Politik Antara Partai Politik Islam dan
Nasionalis Pada Pemilu 2014” (Studi Kasus Antara Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat di Tingkat Dewan Pimpinan
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)” oleh Suyoto.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pola rekrutmen
politik yang dijalankan oleh Partai PPP dan Partai NasDem yang merupakan
interprestasi dari partai politik berideologi Islam dan partai politik berideologi
15Adhitya Oktayudiarta Saswoyo Putro, “Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Di
Kabupaten Grobogan Dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan 2011 dan Pemilukada Jawa Tengah
2013”, Skripsi(Grobogan: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro,2013), h. 3
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Nasionalis dalam menghadapi Pemilu 2014 di tingkat Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dalam proses penelitian ini penulis memfokuskan pada aktifitas
rekrutmen politik yang dijalankan oleh DPW Partai PPP dan Partai NasDem saat
menghadapi pemilu 2014 di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menggunakan metode wawancara pada pimpinan partai, observasi, studi,
pustaka, dan dokumentasi, yang kemudian diolah hingga menghasilkan data
primer untuk kemudian dituliskan menjadi sebuah data penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan agenda
rekrutmen politik antara Partai PPP dan Partai NasDem secara umum tidak
banyak mengalami perbedaan. Antara Partai PPP dan Partai NasDem sama-
sama menerapkan model seleksi tiga tahap yang meliputi tahap sertifikasi,
penominasian dan tahap pemilu. Mengenai penominasian kandidat kedua partai
tersebut sama-sama menggunakan pola inklusif, dimana pada dasarnya setiap
warga Negara berhak untuk mengikuti proses seleksi namun disini lebih spesifik
Partai PPP mensyaratkan setiap kandidat yang akan mendaftar harus berlatar
belakang Islam. Hasil akhir dari penelitian ini menurut hemat meniliti dapat
disimpulkan bahwa pada dasarnya pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh
Partai terutama PPP dan NasDem lebih dominan di perngaruhi oleh tingkat
partisipasi dan ketersediaan kader untuk diusulkan menjadi kandidat politik.
Sehingga semakin banyak peminat dalam seleksi rekrutmen politik akan
menentukan pola seleksi yang lebih ketat dan semakin rendah partisipasi
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kandidat dalam mengikuti seleksia rerutmen politik akan mengakibatkan pola
seleksi yang cenderung lebih longgar.16
Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan
dengan mengambil fokus pada titik perbandingan permasalahan untuk mencari
hasil yang di harapkan namun terdapat pula perbedaan terhadap apa yang telah
diteliti dalam membandingkan suatu rumusan masalah dimana penelitian ini
berfokus pada Pola Rekrutmen Politik Antara Partai Politik Islam dan Partai
Politik Nasionalis pada Pemilu 2014 antara Partai Persatuan Pembangunan dan
Partai Nasional Demokrat di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta sedangkan penelitian saya berfokus pada Perbandingan Pilkada
Kota Makassar Pada Pilwali 2013 dengan Pilwali 2018.
3. “Perbandingan Pemilihan Umum Indonesia dengan Malaysia (Studi Kasus:
Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2004 dengan Pemilihan Umum Malaysia
Tahun 2004)” oleh Walid Musthafa S.
Penelitian ini menggunakan metode library reseach, yaitu dengan
mengumpulkan data, informasi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan
penelitian yang dilakukan. Dalam melihat sejauh mana sebenarnya
perbandingan yang dapat ditarik dari dua Negara ini, peniliti melakukan tiga
pariabel perbandingan yang kemudian diberikan penjelasan dari masing-masing
16 Suyoto, “Perbandingan Pola Rekrutmen Politik Antara Partai Politik Islam dan
Nasionalis Pada Pemilu 2014” (Studi Kasus Antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai
Nasional) Demokrat di Tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)” Skripsi
(Yogyakarta: Fak. Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014), h. 1.
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pariabel menurut kondisi data yang tersaji dari masing-masing negara dan
selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akan hasil yangdi dapat. Adapun
tiga pariabel peneliti gunakan dalam membandingkan Pemilihan Umum
Indonesia tahun 2004dengan Pemilihan Umum Malaysia tahun 2004 adalah
sistem kepartain, sistem Pemilihan Umum dan kelembagaan penyelenggara
Pemilihan Umum dari masing-masing negara.
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pertama, Pemilihan
Umum Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2004 memiliki beberapa
perbedaan dan persamaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum kedua
negara. Adapun perbedaan yang dapat dilihat dari kedua negara adalah terletak
pada sistem Pemilihan Umum yang dibenarkan oleh Indonesia dan Malaysia
dalam pelaksanaan pemilihan anggota parlemen dan sistem Pemilihan Umum
yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin nasional
(Presiden/Perdana Mentri).Sedangkan persamaan dapat dilihat pada sistem
kepartaian yang diterapkan kedua negara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
2004, yakni kedua negara sama-sama menerapkan sistem kepartain dengan
model multipartai (banyak partai).Pada kelembagaan penyelenggara Pemilihan
Umum, pada Pemilihan Umum Indonesia dan Malaysia tahun 2004 terdapat
perbedaan dan persamaan dalam pelembagaannya.
Perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriftif
yaitu mendeskripsikan variabel yang dijadikan sebagai acuan perbandingan
yang kemudian di bandingkan secara deskriftif juga.Penelitian ini tidak
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mengandung unsur provokatif maupun dasar asumsi awal yang dibangun oleh
peneliti, sehingga yang dilakukan adalah sebuah penyajian yang dibebaskan
untuk mendapatkan interpretasi bagi yang membaca penelitian ini.
Penelitian menyarankan agar pembangunan sistem kenegaraan yang
mengarah kedemokratisasi agar dapat lebih di dorong oleh pemerintah sehingga
tujuan pencerdasan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terwujud pada
masing-masing negara yaitu Indonesia dan Malaysia.17
Penelitian diatas yang mengkaji tentang Perbandingan Pemilihan umum
Indonesia dengan Malaysia pada tahun 2014 memiliki persamaan dan perbedaan
pada penelitian yang saya lakukan, persamaannya sama-sama mencari dari hasil
perbandingan yang dilakukan peneliti terhadap rumusaan masalah namun
penelitian diatas mencakup luas sebab mengambil perbandingan antara dua
Negara tetangga antara Indonesia dan Malaysia yang sampai ke Tingkat
Internasional sedangkan Penelitian saya berfokus pada Perbandingan Pilwali
Kota Makassar dengan tahun yang berbeda yaitu pada tahun 2013 dengan
Pilwali 2018 yang hanya bertempat pada satu wilayah yaitu Kota Makassar
4. “Perbandingan Gaya Kepimimpinan Camat Perempuan Di Kecamatan
Sukarame” oleh David.M
Indonesia akhir-akhir ini mulai bermunculan perempuan yang menjadi
pemimpin. Mereka tidak hanya menjadi simbol dari sebuah instansi di
17 Walid Musthafa. S “Perbandingan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Malaysia (Studi
Kasus: Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2004 Dengan Pemilihan Umum Malaysia Tahun
2004)”,Skripsi (Medan: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Sumatera Utara, 2008), h. 8
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Indonesia, bahkan para pemimpin perempuan tersebut menjadi topik hangat di
media massa dan masyarakat Indonesia dengan gaya kepimimpinannya. Sebagai
contoh salah satu perempuan hebat di Indonesia saat ini adalah Walikota
Surabaya yaitu ibu Tri Rismaharini, dengan gaya kepemimpinannya beliau
terpilih sebagai Walikota terbaik ke-3 sejagad raya oleh World Mayor.
Di Bandar Lampung terdapat juga pemimpin perempuan yang menduduki
jabatan struktural yaitu camat. Dari 20kecamatan yang ada di kota Bandar
Lampung 3 di antaranya di pimpin oleh camat perempuan dan dari 3 kecamatan
tersebut penulis memilih kecamatan Sukarame sebagai lokasi penelitian karena
di kecamatan tersebut pernah di pimpin 2 pemimpin perempuan secara
bergantian dan sama-sama memiliki prestasi tersendiri. Fokus penelitian ini
membandingkan gaya kepemimpinan yang di usung keduanya dan faktor apa
saja yang mempengaruhi gaya kepemimpinan keduanya. Sedangkan tipe
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengukuran
indikator gaya kepemimpinan menurut Gibson yaitu Karisma, Pengaruh Ideal,
Mengispirasi, Stimulasi Intelektual dan Perhatian pada individu dapa di
simpulkan bahwa NZ memiliki gaya kepemimpinan Feminism terus
penghubung transformasial sedangkan II memiliki gaya kepemimpinan
maskulin penghubung transaksional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
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gaya kepemimpinan keduanya berdasarkan temuan data di lapangan bahwa
factor umur (usia), latar belakang pendidikan dan juga kepribadian/pengalaman
masa lalu yang mempengaruhi gaya kepemimpinan keduanya saat memipin di
Kecamatan Sukarame.18
Penelitian diatas fokus pada Perbandingan Gaya Kepemimpinan Camat
Perempuan di Kecamatan Sukarame yang membandingkan anatara gaya
kepemimpianan perempuan dan laki-laki yang akhir-akhir ini banyak
bermunculan bukan hanya di kecmatan namun juga di tingkat walikota
sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada Perbandingan
pemilu pada tahun yang berbeda namun di kota yang sama tepaptnya pada
Pilwali 2013 dengan Pilwali 2018 di Kota Makassar.
5. “Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah
(PILKADA) Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aru dan Desa
Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser)” oleh Ahmad Sahid.
Latar belakang dari penelitian ini adalah perbedaan tingkat partisipasi politik
antara Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot.Melihat fenomena tersebut, maka
penulis mencoba untuk menganalisis lebih dalam untuk melihat Perbandingan
Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
serentak tahun 2015 (studi kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot
18David. M “Perbandingan Gaya Kepemimpinan Camat Perempuan Di Kecamatan
Sukarame”, Skripsi (Bandar Lampung : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,
2016), h. 2.
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Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser). peneliian ini dilaksanakan di
Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten
Paser dengan sampel di Desa Tanjung Aru berjumlah 95 orang dan sampel di
Desa Selengot 89 orang menggunakan random sampling. Selanjutnya, data
penelitian di peroleh dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi
dan penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis
kualitatif model interaktif dan analisis kuantitatif menggunakan analisis cross
tab (tabulasi silam). Setelah menggunakan rangkaian analisis kualitatif dan
kuantitatif temuan dari penelitian ini adalah perbedaan tingkat partisipasi politik
antara Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot yang menujukan perbandingan
partisipasi politik dalam kegiatan kampanye dan menggunakan hak pillih.19
Penelitian diatas berfokus pada Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat
Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2015 Di Desa
Tanjung Aru dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser
yang memliki persamaan antara penelitian antara yang saya lakukan yaitu pada
perbandingan mesikupun fokusnya beda dimana di atas lebih berfokus pada
partisipasi politik masyarakat sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih
fokus pada perbandingan pemilihan pemimpin daerah tingkat Kota di tahun atau
periode yang berbeda pada Pilwali 2013 dengan Pilwali 2018 di Kota Makassar.
19Ahmad Sahid.”Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala
Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot
Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser)”, skripsi (Paser: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Tinjauan teori diperlukan untuk menegaskan landasan teoritis penelitian
yang akan dilakukan. Secara garis besar, sumber teori dapat dibedakan menjadi dua
macam, yaitu acuan umum, terutama terdapat pada buku-buku tek, dan acuan
khusus, yang berupa laporan hasil penelitian yang terutama terdapat dalam jurnal
profesional.
A. Teori Pemilihan Umum
Pesta demokrasi di Indonesia terdapat sistem untuk menjalankannya seperti
pemilu sesuai dengan konsepnya yang sudah berjalan di Negara ini baik dalam
pemilihan skala nasional maupun daerah.
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi
jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari
jabatan Presiden, Wakil Rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala
Desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi
jabatan-jabatan seperti ketua osis atau ketua kelas, walaupun untuk pemilihan lebih
sering di gunakan.
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara
persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik,
komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propoganda di
Negara demokrasi sangat di kecam, namun dalam kampanye pemilihan umum,
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teknik agitasi dan teknik propoganda banyak juga di pakai oleh para kandidat atau
politikus selalu komunikator politik.20
Menurut Khairul Fahmi  pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara
perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara.
Secara umum Khairul Fahmi menjelaskan ragam sistem pemilihan umum
(mekanis) berkisar hanya pada dua prinsip pokok saja, yaitu:
1. Single-Member Constituency (Satu Daerah Pemilihan Memilih Satu Wakil).
Sistem distrik merupakan sistem pemilihan dimana negara terbagi dalam
daerah-daerah bagian pemilihan yang jumlahnya sama dengan anggota Badan
Perw akilan Rakyat yang di kehendaki. Contoh : Negara Malaysia memerlukan
anggota parlemen sebanyak 200 orang. Maka, negara itu harus dibagi dalam 200
distrik. Pada setiap distrik (daerah bagian senat) hanya berhak 1 wakil saja.
2. Multi-Member Contituency (Satu Daerah Pemilihan Memilih Beberapa Wakil).
Sistem proporsial merupakan sistem pemilihan berdasarkan persentase pada
kursi parlemen yang akan dibagikan pada Organisasi Peserta Pemilu (OPP).
Dengan kata lain, setiap Organisasi Peserta Pemilu akan memperoleh sejumlah
kursi parlemen sesuai dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh di seluruh
wilayah negara.21
20Muhadam Labolo & Teguh Ilham “Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di
Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis “ (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h, 45
21Rizki Rahman Harahap “Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum” skripsi
(Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,2016) h.3.
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Single-member constituency disebut juga dengan sistem distrik. Dalam
sistem distrik, wilayah negara dibagi berdasarkan daerah-daerah pemilihan
(distrik pemilihan). Pembagian daerah pemilihan disesuaikan dengan berapa
jumlah kursi legislatif yang akan di perebutkan. Dalam sistem distrik, satu
wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak).
Dengan demikian berdasarkan sistem ini maka setiap daerah pemilihan akan
diawali oleh satu orang wakil rakyat. Sedangkan, Multi-member contituency
disebut juga dengan sistem proporsional. Dalam sistem ini,wilayah negara tidak
dibagi sesuai banyak jumlah kursi yang diperebutkan, tetapi dibagi menjadi
beberapa daerah pemilihan besar, dimana masing-masing wilayah pemilihan
akan dipilih beberapa orang wakil.
Maka satu daerah pemilihan diwakili oleh beberapa orang wakil rakyat.
Dalam istem ini, pembagian kursi didasarkan pada faktor imbangan jumlah
penduduk.
Kancah politik pemilu juga disebut sebagai aktivitas pemasaran politik yang
artinya bahwa Pemilihan Umum adalah pasar politik tempat individu atau
masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta
Pemilihan Umum (Partai Politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiiki hak
pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang
meliputi kampanye, propoganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio
(radio) maupun audio visual (televisi) saerta media lainnya sepertispanduk,
famplet, selebaran bahkan komunikasipesan mengenai program, plafrom, asas,
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ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada
pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik
yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan
legislatif maupun eksekutif.22
B. Perilaku Politik
Perilaku politik adalah kegiatan-kegiatan yang tidak diminta sebagai bagian
dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi, atau
mencoba mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi.
Saifudin Anwar dalam bukunya menjelaskan bahwa perilaku sebagai reaksi bersifat
sederhana maupun komplek dan merupakan ekspresi sikap seseorang.23
Menurut Sitepu, perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang
berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan  yang
melakukan kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku
politik dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yakni: pertama, perilaku politik
lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, kedua, perilaku politik warga negara
biasa (baik sebagai individu maupun kelompok).
Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi
(tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan
22Suyoto, “Perbandingan Pola Rekrutmen Politik Antara Partai Politik Islam dan
Nasionalis Pada Pemilu 2014” (Studi Kasus Antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai
Nasional Demokrat di Tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)”Skripsi
(Yogyakarta: Fak. Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014), h. 7-8.
23Saifuddin Anwar, “Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya”.(Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2002), h. 9.
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(sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara
atau nilai-nilai politik), tetapi juga di pengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan
dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita,
ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut.24
Menurut Surbakti teori perilaku politik adalah sebagai salah satu aspek dari
ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur dan menjelaskan
pengaruh terhadap pandangan politik seseorang, ideology dan tingkat partisipasi
politik. Secara teoritis, perilaku politik dapat diurai dalam tiga pendekataan utama
yakni melalui pendekatan sosiologi, psikologi dan rasionalitas.25
24Rizki Rahman Harahap “Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum” skripsi
(Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,2016) h. 4
25 Surbakti R “memahami ilmu politik” (Jakarta: PT Grasindo, 1992) h. 34
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C. KERANGKA KONSEPTUAL
Perbandingan Pemilihan Calon Walikota
Dan Wakil Calon Walikota Makassar
Dukungan Partai Politik
Kotak Kosong













Didalam tulisan ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif-
kualitatif. Dimana Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme yaitu memandang realitas sosial
sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan
hubungan gejala yang bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada obyek yang
alamiah yaitu pada perbandingan pemilihan calon walikota dan wakil calon
walikota terhadap pilwali 2013 dengan 2018 di Kota Makassar, tidak
dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi obyek
tersebut dan peneliti sebagai instrumen kunci.26
Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah metode
yang menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.27
Dan tujuan utama dari penelitian kualitatif  adalah membuat fakta mudah
dipahami (Understandable) dan jika memungkinkan dapat menghasilkan
hipotesis baru.28
26Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2014),hal. 8-9.
27Bogdan Taylor, Methode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal.
31.
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B. Batasan Ruang Lingkup
Didalam kajian ini, ingin melihat perbandingan Pilkada Kota Makassar pada
2013 dengan Pilkada 2018 kota Makassar. Penelitian ini terfokus kepada, apa
yang menjadi perbedaan mendasar pada pilkada 2013 dengan pilkada 2018.
C. Waktu dan Lokasi Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2018, waktu
pelaksanaannya memakan waktu kira-kira selama dua bulan. Tempat
pelaksanaan penelitian ini berada di Kota Makassar.
D. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian
Penelitian dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk
mendapatkan hasil dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan.
Menurut Whitney metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat. subjek/objek (orang, lembaga, masyarakat). Ciri-ciri
metode ini yaitu memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat
penelitian dilakukan serta menggambarkan fakta yang ada sebagaimana
adanya.29
Penelitian Deskriptif ini juga dimaksudkan untuk mengetahui secara
mendalam  mengenai  relasi masyarakat adat dan pemerintah yang berada dalam
sebuah kekuasaan negara dalam hal ini pemerintah setempat. Tipe penelitian ini
28Muriyati Samsuddin, dkk. : Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method (Bandung: Wadegroup, 2015), h. 19.
29Muriyati Samsuddin, dkk. : Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method, h.62.
31
sangat berguna dalam hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai macam
permasalahan karena berkaitan dengan dinamika zaman dan pola hidup
pemerintah setempat dan masyarakatnya. Dasar dari tulisan ini yaitu
menggunakan studi terhadap, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang
ditujukan pada individu atau kelompok yang tetap memperhatikan aspek
efisiensi serta efektifitas dalam pencapaian tujuan tulisan ini.
E. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan yang diperoleh dari
narasumber dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan oleh
peneliti dengan mencari data pada kader partai di kota Makassar pada
pemilihan pilwali 2013 dengan 2018 secara mendalam.30 Adapun informan
yang diwawancarai yaitu sebagai berikut :
Nama Jabatan
Jusman Hammade Politisi Muda PKB
Andi Idris Manggabarani Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel
Sari Utami Staf Devisi Perencanaan dan Data KPU
Kota Makassar
Jamaluddin Rustam Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat
Andi Syaifuddin Komisioner SDM dan Farmas KPU Kota
Makassar
30Cholid Narbuko, dkk.Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 83
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Asmin Amin
Tokoh Masyarakat dan Mantan Anggota
DPRD Kota Makassar
Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan
berbagai metode seperti membaca buku, karya tulis ilmiah, dan berbagai
literatur-literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan tulisan ini.
F. Tehnik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan dua tehnik pengumpulan data,
yaituTehnik Field Research. Field Research, yaitu melakukan penelitian
langsung kelapangan untuk mendapatkan data dalam penelitian yang dibahas.
Hal ini menggunakan teknik sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang
dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan
pembicaraan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.31
Dimana, peneliti dalam hal ini melakukan sebuah pengamatan  terkait
dengan masyarakat setempat, pemerintah dan lingkungan hidup masyarakat
dalam sistem pemerintahan yang pragmatis  dan kuat dalam hal ketahanan
dan keamanan. Dengan tujuan agar bisa mendapatkan gambaran secara
objektif. Melalui Observasi, peneliti mengamati perilaku dan makna dari
31Muriyati Samsuddin, dkk.Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method (Bandung: Wadegroup, 2015), h.55.
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perilaku. Observasi yang dilakukan oleh peneliti bersifat tersamar, dalam hal
ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang
kepada sumber data bahwa keberadaanya dalam konteks peneltian.
Penelitian ini mengamati fenomena terhadap Perbandingan Pemilihan
Calon Walikota dan Wakil Calon Walikota Terhadap Pilwali 2013 Dengan
Pilwali 2018 Kota Makassar. Berbagi fakta dan kecenderungan-
kecenderungan yang ada akan menjadi data yang kemudian akan dianalisis
sesuai dengan metode yang telah ditentukan,
2. Wawancara
Wawancara dilakukan secara mendalam dengan teknik pengumpulan
data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada
responden dan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang
mendalam. Adapun beberapa yang diwawancarai yaitu sebagai berikut :
Nama Jabatan
Jusman Hammade Politisi Muda PKB
Andi Idris Manggabarani Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel
Sari Utami Staf Devisi Perencanaan dan Data KPU
Kota Makassar
Jamaluddin Rustam Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat
Andi Syaifuddin Komisioner SDM dan Farmas KPU Kota
Makassar
Asmin Amin




Teknik dalam mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk
tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang monumental yang memiliki
kredibilitas yang tinggi.32 Dilakukan di Kota Makassar dengan para
narsumber dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam Pilwali Kota
Makassar, peneliti melakukan metode dokumentasi agar mendapatkan data-
data yang dapat menjadi sumber yang relevan.
G. Tehnik Analisis Data
Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian,
penyususnan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan
makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk
mencapai tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak
sebelum memasuki lapangan, selama di lapagan. Namun, dalam penelitian kulitatif,
analisis data lebih di fokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan
pengumpulan data.33
Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah:
1. Reduksi data (data reduction)
Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka
dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dukemukakan, semakin lama peneliti ke
32Muriyati Samsuddin, dkk. : Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method (Bandung: Wadegroup, 2015) h. 60.
33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 245.
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lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu
perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.34 Reduksi data dalam
penelitian ini yaitu memilah-milah jawaban-jawaban hasil wawancara dari informan
karena tidak semua hasil uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban
dalam penelitian ini.
2. Penyajian data (data display)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Dalam kulitatif, penyajian data bisa dilakukan dala bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan
data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.35
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing/verification)
Langkah ketiga analisis data kualitatif menurut mile dan huberan adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.36
34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 247.
35Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h.249.
36Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h.252.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum
1. Kota Makassar
Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung
Pandang. Ujung pandang adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa
lalu pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi.
Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat
Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara,
Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Kota ini
dahulu bernama Ujung Pandang dan dipakai dari kira-kira tahun 1971 sampai tahun
1999.
Alasan untuk mengganti nama Makassar menjadi Ujung Pandang adalah
alasan politik, antara lain karena Makassar adalah nama sebuah suku bangsa
padahal tidak semua penduduk kota Makassar adalah anggota dari etnik Makassar.
Nama Kota Makassar berubah menjadi Ujung Pandang terjadi pada tanggal
31 Agustus 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1971. Tatkala itu
Kota Makassar dimekarkan dari 21 kilometer persegi menjadi 115,87 Kilometer
persegi, terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 62 lingkungan dengan penduduk
sekitar 700 ribu jiwa. Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah tiga
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kabupaten yakni Kabupaten Maros, Gowa dan Pangkajene Kepulauan. Sebagai
“kompensasinya” nama Makassar diubah menjadi Ujung Pandang.
Sejak awal proses perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang, telah
mendapat protes dari kalangan masyarakat. Tertama kalangan budayawan, seniman,
sejarawan, pemerhati hukum dan pebisinis. Bahkan ketika itu sempat
didekalarasikan Petisi Makassar oleh Prof.Dr.Andi Zainal Abidin Farid SH,
Prof.Dr.Mattulada dan Drs.H.D.Mangemba, dari deklarasi petisi Makassar inilah
polemik tentang nama terus mengalir dalam bentuk seminar, lokakarya dan
sebagainya.
Beberapa seminar yang membahas tentang polemik penggantian nama
Makassar antara lain:
1. Seminar Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1981 di Hotel
Raodah, diselenggarakan oleh SOKSI Sulsel.
2. Diskusi panel Makassar Bersinar diselenggarakan 10 Nopember 1991 di
gedung Harian Pedoman Rakyat lantai III. “Seminar Penelusuran Hari
Lahirnya Makassar”, 21 Agustus 1995 di Makassar Golden Hotel.
Namun Pemerintah Daerah maupun DPRD setempat, tidak juga tergugah
untuk mengembalikan nama Makassar pada ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.
Nasib kota “Daeng” ini nyaris tak menentu, hingga akhirnya dipenghujung masa
jabatan Presiden BJ Habibie, nama Makassar dikembalikan, justru tanpa melalui
proses yang berbelit. Dalam konsideran Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1999,
di antaranya menyebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung
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Pandang dengan mendapat dukungan DPRD Ujung Pandang dan perubahan ini
sejalan dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999, bahwa
perubahan nama daerah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Seiring
perubahan dan pengembalian nama Makassar, maka nama Ujung Pandang kini
tinggal kenangan dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota mulai dari para
budayawan, pemerintah serta masyarakat kemudian mengadakan penelurusan dan
pengkajian sejarah Makassar, Hasilnya Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2000,
menetapkan Hari jadi Kota Makassar, tanggal 9 Nopember 1607. Dan untuk
pertama kali Hari Jadi Kota Makassar ke 393, diperingati pada tanggal 9 November
2000. Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa Makassar
"Mangkasarak" yang berarti yang metampakkan diri atau yang bersifat terbuka.
Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah
satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu kota terbesar di luar pulau Jawa setelah
kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 km² dan jumlah penduduk
lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia
setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.  Secara demografis, kota ini
tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang
menetap di dalamnya, di antaranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis,
Makassar, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar
yang umum dijumpai di pelosok kota adalah Coto Makassar, Roti Maros,
Jalangkote, Bassang, Kue Tori, Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop
Konro.
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2.Visi dan Misi Kota Makassar
1) Visi:
“Mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua, Tata Lorong Bangun Kota Dunia”
2) Misi:
a) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia
b) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia
c) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan public kelas bebas korupsi
 Masyarakat Sejahtera Standar Dunia:
a) menuju bebas pengangguran
b) jamina sosial keluarga serba guna untuk semua
c) Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam
d) Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah
e) Sampah kita DIA tukar beras
f) Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan
g) Rumah kota murah untuk rakyat kecil
h) Hidup hijau dengan kebun kota
 Kota Nyaman Kelas Dunia:
a) Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya
b) Bentuk badan pengendali pembangunan kota
c) Bangun Waterfront City selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar
d) Bangun sistem transportasi public kelas dunia
e) Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia
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f) Bangun Biringkanal City dan delapan ikon kota baru lainnya
g) Bangun taman tematik
h) Tata total lorong
 Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi
a) Menuju PAD Rp1 triliun
b) Insentif progresif semua aparat RT dan RW Rp1 juta perbulan
c) Kouta anggaran kelurahan Rp2 miliar per kelurahan per tahun
d) Pelayanan public langsung ke rumah
e) Fasilitas peayanan public terpusat terpadu di kecamatan
f) Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu
g) Bebas bayar internet di ruang public kota “Makassar Cyber City”
h) Bentuk Makassar Incoorporated dan Bank of Makassar.
3. Penduduk Kota Makassar
Makassar Merupakan Kota yang multi etnis penduduk Makassar kebanyakan
dari suku Makassar dan suku Bugis sisanya berasal dari suku Toraja, Mandar,
Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di
Sulawesi-Selatan adalah Mappalili. Mapalili (Bugis) atau Appalili (Makassar)
berasal dari kata Palili yang memiliki makna menjaga tanaman padi sesuatu yang
akan mengganggu atau menghancurkannya. Mappalili atau Appalili adalah ritual
turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat Sulawesi-Selatan, masyarkat dari
Kabupaten Pangket terutama Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah
diselenggarakan sejak beberapa tahun lalu. Mappalili adalah tanda untuk mulai
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menanam padi. Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan ditanam,
disalipuri (Bugis) atau dilebbu (Makassar) atau disimpan dari gangguan yang
biasanya mengurangi produksi.37
Dua sungai besar mengapit kota ini, yaitu: Sungai Tallo yang bermuara di
sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Kota
ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di sebalah utara dan timur,
berbatasan dengan Kabupaten Gowa disebelah selatan dan berbatasan dengan
Kabupaten Pangkajene Kepulauan di bagian barat dan utara, pada perairan Selat
Makassar.38
Topografi wilayah pada umumnya berupa dataran rendah dan daerah pantai.
Dataran rendah merupakan wilayah yang paling dominan di daerah ini, sehingga
pada musim penghujan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga
memliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota
Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau,
bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarang, atau disebut juga pulau-pulau
pabiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau
tersebut adalah Pulau Lanjukang, Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau




Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae
Kecil ( gusung ) dan Pulau Kayangan (terdekat).39
Pola iklim di Kota Makassar dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim
hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Nopember – April,
sedangkan musim kemarau, dimulai bulan Mei – Oktober, temperature udara rata-
rata periode 2015-2017 adalah 32c, kelembapan uadara 81% pada tahun 2017
dengan persentase penyinaran matahari maksimum sebesar 86% terjadi pada bulan
Agustus, minimum sebesar 40% yang terjadi pada bulan Januari. Berdasarkan
pencatatan Badan Pusat Statistik, curah hujan 3732 mm, hari hujan 200 hari, dan
rata-rata kecepatan angin 4 knot.40
Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017
sebanyak 1.489.011 jiwa yang terdiri atas 737.146 jiwa penduduk laki-laki dan
751.865 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah
penduduk tahun 2016, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar
1,32 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki
sebesar 1,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,36 persen. Sementara itu
sebesarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap
penduduk perempuan sebesar 98. Kepadatan penduduk mencapai 8.471 jiwa/km2
dan terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3.563 jiwa/km. Sementara itu
39 http://makassarkota.go.id/125-makassarkotaangingmammiri.html.
40 Robby A. Ishak dan Musdalifah R (Ed), Makassar Dalam Angka 2018 (Makassar:BPS
Kota Makassar,2018) h. 10-12
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jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,96 persen dari tahun
2016.41
















41 Robby A. Ishak dan Musdalifah R (Ed), Makassar Dalam Angka 2018 (Makassar:BPS
Kota Makassar,2018) h. 59-60
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Diatas adalah jumlah penduduk kota makassar pada tahun 1971 sampai 2017
yang sangat mengalami peningkatan besar dalam tiap tahunnya.Berdasarkan data
sensus BPS Kota Makassar tahun 2015 menunjukan bahwa mayoritas penduduk
menganut agama Islam sebanyak 82.39%, kemudian Kristen Protestan 9.61%,
Katolik 5.56%, Buddha 1.41%, Hindu 0.76%, dan Konghucu 0.27%.
3. Wilayah Kota Makassar
Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
Jumlah Kecamatan di Kota Makassar sebanyak 15 Kecamatan (sebelumnya
14 Kecamatan, sebagai tambahan yaitu Kepulauan Sangkarrang yang terbentuk
pada tahun 2017). Diantara Kecamatan tersebut, ada tujuh Kecamatan yang
berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah,
Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.
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Ujung Pandang 2,63 1,50
Wajo 1,99 1,13
Bontoala 2,10 1,19
Ujung Tanah 4,40 2,50






Kota Makassar 175,77 100,00
4. Ekonomi Kota Makassar
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi
di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota
Makassar di atas 9%. Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota
Makassar mencapai angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu,
bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong
perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandara Internasional Sultan
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Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas dunia Trans Studio di Kawasan Kota
Mandiri Tanjung Bunga.
5. Sejarah Pemilihan Walikota (Pilwakot) di Makassar
Sejarah orang nomor satu di kota Makassar membentang sejak zaman
kerajaan Gowa-Tallo, zaman penjajahan dan zaman pasca kemerdekaan.
Berdasarkan sumber catatan sejarah tentang walikota di Makassar, terdapat 24
pemimpin yang pernah menjadi pemimpin setara walikota di Makassar, terdapat 24
pemimpin yang pernah menjadi pemimpin setara Walikota dalam enam periode
zaman42. Konsep visi dan misi setiap pemimpin berbeda-beda sesuai keadaan zaman
saat mereka memimpin, demikian pula tingkat kesuksesan mereka dalam
melaksanakan roda pemerintahan akan berbeda-beda pula.
Bila dihitung dari sejak pemerintahan Republik Indonesia tahun 1951
sampai tahun 2013, Makassar telah diperintah oleh 13 Walikota. Walikota pertama
sejak zaman pemerintah RI ialah walikota Sampara Dg. Lili yang memerintah pada
tahun 1951-1952, sedangkan Walikota terlama yang memangku jabatan adalah
H.M. Dg. Patompo yang memrintah selama 14 tahun (1962-1976). Berikut rincian
nama-nama walikota Makassar berserta masa jabatannya43.
1. Sampara Dg. Lili (1951-1952)





3. M. Junus Dg. Mile (1957-1959)
4. Latief  Dg. Massikki (1959-1962)
5. Arupala (1962-1965)
6.  Kol. M. Dg. Patompo (1965-1976)
7.  Kol. Abustam (1976-1982)
8. Kol. Jancy Raib (1982-1988)
9. Kol. Soewahyo (1988-1993)
10. A. Malik B. Masry (1994-1999)
11. Baso Amiruddin Maula (1999-2004)
12. Ilham Arief Sirajuddin (2004-2009)  (2009-2014)
13. Ramdhan Pomanto (2014-2019)
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B. Perbandingan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Calon Walikota
Terhadap Dukungan Partai Politik Pilwali 2013 dengan Pilwali 2018 Kota
Makassar?
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi
jabatan-jabatan politik tertentu yang dilakukan secara langsunng oleh penduduk
daerah administrative setempat yang memenuhi syarat. Jabatan-jabatan tersebut
beraneka ragam, mulai dari jabatan Presiden, Wakil Rakyat di berbagai tingkat
pemerintahan, sampai Kepala Desa.
Sebelum tahun 2015, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh
Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung
oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau
disingkst Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Sejak
berlakunya undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum, pilkada
dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan
kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah
Pilkada DKI Jakarta 2007.
Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara
pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-
undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota. Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait
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pemilihan kepala daerah secara lamgsung. Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal
24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan
secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan pemilihan kepala
daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai
Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 55 orang,
Fraksi Partai Amanat Nasioanl berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra
berjumlah 32 orang.
Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini
dinilai sebagai langkah mundur di bidang “pembangunan” demokrasi, sehingga
masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK.
Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai
sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus di garis bawahi (walaupun dalam
pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat)
adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang.
Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak
legislasi. Padahal jika Pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih
anggota DPRD (sebagai warga Negara) hak pilihnya tetap ada..
Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi
jabatan-jabatan seperti ketua osis atau ketua kelas, walaupun untuk pemilihan lebih
sering di gunakan. Seperti yang dikatakan oleh Jusman Hammade Politisi muda
Partai PKB Sul-Sel.
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“Pemilihan Umum merupakan suatu tata cara untuk mencari seorang
pemimpin dimana masyarakat diberikan hak politiknya untuk dijadikan
sebagai legitimasi untuk mencari siapa yang layak untuk jadi pemimpin dan
pelayan masyarakat” 44
Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Pemilihan
adalah suatu cara masyarakat untuk mencari seorang pemimpin seperti halnya
bahwa Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-
jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan
Presiden, Jabatan politik, Kepala daerah dan wakil rakyat.
Pemilu merupakan manifestasi dari demokrasi yang sesungguhnya karena
kedaulatan sudah sepenuhnya kembali ke tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Sehingga seluruh rakyat dapat menyalurkan pendapat dan rakyat bebas
menjatuhkan pilihannya sesuai dengan konsep demokrasi yang ada di Indonesia
bahkan tidak sedikit dana yang dibutuhkan demi sebuah pemilihan pejabat politik
yang legitimasi. Dengan kata lain, akan lebih demokratis seperti yang diharapkan
dan diamanatkan dalam amandemen UUD 1945 Pasal 18.45
1. Pilwali Kota Makassar Tahun 2013
Kota Makassar melaksanakan pesta demokrasi dengan cara pemilukada yang
sangat demokratis dan bahkan terlaksana dengan baik, seperti di daerah lain
pemilihan sosok pemimpin daerah Kabupaten/Kota banyak diminati oleh para kaum
elit politik untuk memperebutkan kursi kepemimpinan di daerah itu.Komisi
44Jusman Hammade (31 Tahun). Politisi Muda Partai PKB. Wawancara 16 September 2018
45UUD 1945 Pasal 18 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara
demokratis.
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Pemilihan Umum Kota Makassar meloloskan 10 pasangan calon wali kota dan
wakil wali kota untuk bersaing di pemilihan kepala daerah pada 18 September
2013.
KPU Kota Makassar menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan
Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yakni sebanyak 983.990
pemilih. Jumlah DPT untuk Pilwali Makassar bertambah seribu orang dari
sebelumnya pada Daftar Pemilih Tetap Sementara (DPS) yakni 982.578 pemilih.
Dari jumlah pemilih dirinci untuk pemilih laki-laki sebanyak 480.885 pemilih
sementara pemilih perempuan sebanyak 503.135 orang dengan sebaran Tempat
Pemilihan Suara (TPS) di 143 Kelurahan dan 14 Kecamatan sebanyak 2.300 TPS.
Sepuluh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang dinyatakan
lolos oleh KPU Makassar itu terbagi dua. Mereka yang mendapat sokongan dari
partai politik dan calon yang maju secara independen/individual atau tanpa
dukungan partai.Seluruh pasangan calon lolos semua, baik lewat partai maupun
perseorangan. Seperti yang dikatakan oleh Andi Syaifuddin Komisioner SDM dan
Farmas KPU Kota Makassar.
“Untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Makassar dan Wakil Walikota
Makassar memiliki dua jalur yaitu jalur Partai Politik dan Jalur
Independen (dukungan masyarakat)”46
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa maju dalam
pertarungan kontestasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus mendapat
46Andi Syaifuddin (41 Tahun). Komisioner SDM dan Farmas KPU Kota Makassar.
Wawancara, 23 Agustus 2018
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dukungan dari beberapa partai, jika tidak mendapat dukungan partai politik untuk
maju dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa maju melalui jalur
independen dengan mengumpulkan KTP sebanyak kurang lebih 50.000 dengan
surat pernyataan dari masyarakat siap untuk memberikan dukungan kepada
pasangan calon tersebut sesuai dengan aturan Pemilu yang telah ditetapkan.
Adapun Calon yang maju melalui jalur Partai politik dan Jalur Independen pada
Tahun 2013 sebagai Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar yaitu :
No Urut Pasangan  Calon Pendukung
1 Adil Patu Isradi Zainal PDK, Partai Gerindra
2 Supomo Guntur Partai Golkar
3 Rusdin Abdullah Idsris
Patarai
Independen
4 Herman Handoko latief
Bafadhal
Independen
5 Erwin Kallo Hasbi Ali Independen
6 Tamsil Linrung Das’ad
Latief
PKS, Hanura, PBR
7 St. Muhyina Muin
Syaiul Saleh
Independen




9 Irman Yasin Limpo
Busrah Abdullah
PAN, PPP
10 Apiaty Amin Syam
Zulkifli Gani Ottoh
Koalisi 20 parpol non perlemen
Terlihat jelas di dalam tabel memperlihatkan bahwa ada 10 pasangan calon
yang maju sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2013, akan
tetapi pada pencalonan pada Tahun 2013 ada yang melalui jalur partai politik dan
jalur independen. Seperti yang dikatakan oleh Andi Syaifuddin Komisioner SDM
dan Farmas KPU Kota Makassar.
“Pada Pilwalkot Tahun 2013 ada 10 pasangan Calon yang maju dalam
pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, akan tetapi diantara
ke sepuluh calon yang maju ada 4 yang menggunakan jalur independen,
ada 1 yang maju menggunakan 20 Koalisi partai politik non parlemen dan
5 Calon Wali Kota dan Wakil Wali kota maju sebagai jalur partai politik.47
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa di antara
pasangan calon itu, sebelumnya memang terindikasi bermasalah, perilaku politik
memang suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan politik antara pemerintah dan masyarakat. Seperti salah
satu parpol dari 21 partai non-parlemen, PPNUI, yang mendukung Apiaty
Kamaluddin Amin Syam-Zulkifli Gani Ottoh tidak mendapatkan tanda tangan dari
sekretaris jenderal partainya karena PPNUI memiliki masalah di tingkat pusat.
Atau calon wali kota Erwin Kallo yang dinyatakan bermasalah dengan ijazahnya.
47Andi Syaifuddin (41 Tahun). Komisioner SDM dan Farmas KPU Kota Makassar.
Wawancara, 23 Agustus 2018
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"Masalah itu tidak mempengaruhi penetapan ini. Dan calon wali kota Apiaty juga
tidak mengurangi 15 persen suara yang dipersyaratkan”.48
Pada tabel selanjutnya akan memperlihatkan hasil perolehan suara pada
Pemilihan Walikota Tahun 2013, dimana pada tabel tersebut memperlihatkan hasil
perhitungan suara dari 10 calon yang maju sebagai Calon Wali Kota dan Wakil
Walikota Tahun 2013. Adapun tabelnya yaitu sebagai berikut :
Kandidat Partai Suara %
Adil Patu - Isradi
Zainal
PDK, Partai Gerindra 14.556 2,49%
Supomo Guntur -
Kadir Halid




















Partai Demokrat 182.424 31,17%
Irman Yasin Limpo -
Busrah Abdullah
PAN, PPP 114.032 19.48%












Hasil diatas menunjukkan pada Pilwali Tahun 2013 Danny Pomanto yang
berpasangan dengan Syamsu Rizal dari (Partai Demokrat) mendapatkan suara
182.424. Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah dari (Partai PAN dan PPP) dengan
jumlah suara 114.032 suara. Pasangan Tamsil Linrung-Das’ad Latie dari (PKS,
Partai Hanura dan PBR) dengan jumlah suara 93.868. Hasil rekapitulasi pada
Pilwali Tahun 2013 Danny Pomanto-Syamsu Rizal mendapatkan suara paling
tertinggi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Makassar dengan
total 1.392.297, dengan pengguna hak pilih 988.764. Keterpilihan Danny
Pomanto-Syamsul Rizal memang banyak diapresiasi oleh masyarakat dan
memberikan dukungan kepada pasangan tersebut seperti yang di katakan oleh
Andi Idris Manggabarani sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Gerindra Sulsel :
Pada pilwali pasangan nomor urut 8 berhasil terpilih sebagai walikota
dan wakil walikota Makassar periode 2014-2019 pasangan Danny Pomanto-
Syamsu Rijal menang telak di 14 kecamatan, kemudian saat rapat pleno
rekapitulasi suara sempat diwarnai aksi walk out oleh pasangan nomor urut 2
dengan nomor urut 9.49
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pasangan
Danny Pomanto-Syamsu Rijal telah terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota
di Kota Makassar dengan banyak memperoleh dukungan dari masyarakat dalam
Pemilihan Umum yang berjalan lancer dan aman walaupun pada saat Rapat Pleno
49Andi Idris Manggabarani (55 Tahun), Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Gerindra Sulsel Wawancara , 19 September 2018.
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Rekapitulassi ada Pasangan yang walk out yang dilakukan oleh pasangan nomor
urut 2 yakni Supomo Guntur-Kadir Halid dengan pasangan nomor urut 9 yakni
Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah yang di sebabkan adanya kecurigaan dari
hasil Pilwali Kota Makassar diwarnai kecurangan. Kedua Pasangan Calon yang
melakukan walk out akan melakukan upaya hokum terhadap kecurangan yang
terjadi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini sama dengan yang dikatakan Saifuddin Anwar dalam bukunya
menjelaskan bahwa perilaku politik sebagai reaksi bersifat sederhan maupun
komplek dan merupakan ekspresi sikap seseorang. Menghindari gesekan politik
dan mempersapkan struktur birokrasi yang lebih baik bagi Makassar ke depan jauh
lebih penting dibandingkan menghabiskan waktu pada urusan konflik, masyarakat
sudah terlalu lelah dengan konflik apalagi di tambah dengan berbagai masalah
setelah pilwali.
2. Pilwali Kota Makassar Tahun 2018
Pemilihan Umum Wali Kota Makassar 2018 atau Pilwakot Makassar 2018
yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018, mengikuti jadwal pilkada serentak
gelombang ketiga oleh KPU untuk menentukan Walikota dan Wakil Walikota
Makassar periode 2018-2023. Ini merupakan pemilihan kepada daerah ketiga di
Makassar yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menetapkan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Kota Makassar, dari data terlihat DPT 1.019.475 dengan
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perbandingan laki-laki sebanyak 497.386 (49 persen) dan perempuan 522.089 (51
persen). Jumlah ini naik dari Daftar Pemilih Sementara (DPD) yang dirilispada 17
Maret 2018 lalu sebanyak 862.731 jiwa.
Berikut jumlah DPT di 15 Kecamatan:
1. Mariso : 40.416
2. Mamajang : 41.518
3. Makassar : 59. 285
4. Ujung Pandang : 21.025
5. Wajo : 22.520
6. Bontoala : 39.368
7. Tallo : 97.261
8. Ujung Tanah : 24.692
9. Panakkukang : 115.574
10. Tamalate : 146.554
11. Biringkanaya : 129.522
12. Manggala ; 93.929
13. Rappocini : 107.021
14. Tamalanrea : 70.183
15. Sangkarang : 10.607
Pada Pilwali di Kota Makassar Tahun 2018 , KPU Makassar telah
menetapkan dua pasangan calon, yaitu nomor urut 1 ditempati pasangan Munafri
Arifuddin-Andi Mustika Dewi (Appi-Cicu). Appi yang merupakan CEO PSM
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Makassar ini adalah menantu mantan Wakil Ketua MPR RI, Aksa Mahmud.
Adapun Aksa Mahmud adalah ipar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Appi-
Cicu maju pada Pilkada Makassar dengan usungan 10 partai, yakni Partai Nasdem,
Golkar, PDI-P, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKPI. Koalisi besar
ini mengantongi 43 dari 50 kursi parlemen Makassar.
Pada Pilwali Kota Makassar 2018 berbanding terbalik yang dimana calon
petahana Mohammad Ramdhan Pomanto yang kembali mencalonkan diri sebagai
Wali Kota Makassar melalui jalur independent atau jalur perseorangan tetap
optimistis memenangi Pilwali Makassar 2018. Pria yang akrab disapa Danny
Pomanto ini, dia tetap optimistis menang tanpa dukungan dari partai politik.
Terlebih lagi, dia melawan 10 partai politik yang mendukung pesaingnya. Dia
mengungkapkan, selain melawan 10 partai politik, sudah lama ada pihak yang terus
mencegah dirinya mencalonkan kembali sebagai Wali Kota Makassar. Seperti yang
dikatakan oleh Asmin Amin selaku Tokoh Masyarakat dan Mantan Anggota DPRD
Kota Makassar:
“Pada pencalonan Walikota di Tahun 2018 ini Mohammad Ramdhan
Pomanto sekaligus merupakan petahana, gagal mendapatkan dukungan
partai politik, dimana pada Pilwalkot Tahun 2013 dia mendapatkan
dukungan partai politik yaitu Partai Demokrat dan PBB, akan tetapi pada
pencalonan pada Pilwalkot Tahun 2018 ini dia tidak mendapatkan
dukungan Partai Politik dikarenakan beberapa partai besar di perintahkan
untuk mendukung Appi-Cicu oleh salah satu elit politik yang punya nama
dan pengaruh besar”.50
50Asmin Amin (57 Tahun) Tokoh Masyarakat dan Mantan Anggota DPRD Kota Makassar.
Wawancara, 20 Juli 2019
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Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sang petahana
Mohammad Ramdhan Pomanto yang tidak dapat dukungan partai politik tetap
optimis maju sebagai calon Walikota di Tahun 2018 meskipun tidak mendapatkan
dukungan partai politik namun banyak mendapat dukungan dari masyarakat Kota
Makassar untuk tetap maju di Pilwali, dalam kancah politik pemilu juga disebut
sebagai aktivitas pemasaran politik yang artinya bahwa pemilihan Umum adalah
pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak
sosial. Sedangkan lawan dari Danny Pomanto pada Tahun 2018 ini yang maju
sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu pasangan Munafri Arifuddin-
Andi Mustika Dewi (Appi-Cicu) yang mendapat dukungan 10 Partai Politik dan
memenuhi syarat untuk maju sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Walikota.
Calon petahana Mohammad Ramdhan Pomanto yang kembali mencalonkan
diri sebagai Wali Kota Makassar melalui jalur independen atau jalur perseorangan
yang meninggalkan pasangan sebelumnya, Syamsu Rizal (ical), dan maju pada
Pilwali Makassar bersama Indira Mulyasari. Pasngan danny-Indira (Diami) ini telah
ditetapkan sebagai kandidat Pilwali Makassar 2018 dengan nomor urut. Namun
jalan yang di tempuh pasangan Danny-Indira ini sangat berisiko seperti yang di
katakan oleh Andi Idris Manggabarani sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) partai Gerindra Sulsel :
Ada sebuah permainan politik yang dimainkan oleh lawan dari Danny-
Indira yang sudah lama disusun rapi untuk mencegah pencalonan sebagai Wali
Kota Makassar dan sengaja memboyong semua partai besar untuk mendukung
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pihak lawan termasuk partai Gerindra, semua partai itu telah di janjikan berbagai
mahar dan iming-iming agar dapat menggagalkan dan mengalahkan Danny-Indira
pada Pilwali 2018 Kota Makassar.51
Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa ada pihak yang
sengaja untuk mencegah pencalonan Danny-Indira pada Pilwali Kota Makassar
dengan berbagai cara bahkan dengan memborong 10 Partai Politik agar Danny-
Indira tidak mendapat dukungan Partai 1 pun, Perilaku Politik yang dilakukan oleh
Appi-Cicu sangat mengundang banyak kontreversi oleh kalangan elit politik dan
masyarakat yang memandang bahwa Appi-Cicu sangat berambisi untuk dapat
memenangkan Pilwali Kota Makassar meski harus banyak keluar dana besar dengan
memborong 10 Partai besar. Selain itu ada pihak yang lebih menguntungkan Appi-
Cicu dan melemahkan Danny-Indira yang di yakini punya pengaruh sangat besar di
Kota Makassar bahkan di Sulsel. Sangat berbeda dengan Pilwali sebelumnya
seperti yang dikatakan oleh Sari Utami sebagai Staf Divisi Perencanaan dan Data.
“Pilwalkot untuk Tahun 2018 ini hanya ada dua calon yang lolos, beda
dengan Pilwalkot Tahun 2013 yang di ikuti dengan 10 pasangan calon dan
Pilwalkot pada Tahun 2018 KPU telah menetapkan dua pasangan Calon
yang maju di Pilwalkot Tahun 2018 yaitu Danny Pomanto sebagai no urut 1
dan Munafri Arifuddin-Andi Mustika Dewi (Appi-Cicu) sebagai pasangan
no urut 2.52
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa KPU
menetapkan 2 Calon yang maju sebagai Calon Walikota dan Wakil Wali Kota
Makssar yaitu Danny Pomanto sebagai no urut 1 dan Munafri Arifuddin-Andi
51 Andi Idris Manggabarani (55 Tahun), Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Gerindra Sulsel Wawancara, 19 September 2018
52Sari Utami (28 Tahun). Staf Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Makassar.
Wawancara, 23 Agustus 2018.
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Mustika Dewi (Appi-Cicu) sebagai pasangan no urut 2. Perilaku politik memang
suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan
keputusan politik antara pemerintah dan masyarakat. Menjelang Pemilihan Umum
dilaksanakan di Kota Makassar Danny Pomanto gagal maju sebagai Calon Wali
Kota dan Wakil Wali Kota di Makassar karena melanggar dalam Pemilihan Umum
terlibat kasus politik praktis dan dinyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PT TUN) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) seperti yang
dikatakan oleh Jusman Hammade Politisi Muda Partai PKB Sul-Sel.
“Pemilihan Wali Kota Makassar pada awalnya di ikuti 2 pasangan calon
akan tetapi menjelang Pemilihan Umum Danny Pomanto dinyatakan batal
atau tidak sah dalam pencalonannya dikarenakan terlibat politik praktis dan
KPU Kota Makassar  menetapkan Munafri Arifuddin-Andi Mustika Dewi
(Appi-Cicu) resmi melawan Kota Kosong”53
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pada Pilwali
Makassar Moh Rhamdan Pomanto bersama Indira Mulyasari Paramusti melalui
jalur perseorangan atau independent. Pemilu merupakan suatu usaha untuk
mendapatkan dukugan masyakarat atau kegiatan untuk memengaruhi rakyat secara
persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan retorika, hubungan publik,
komunikasi massa dan teknik Lobi. Pasangan Danny-Indira (Diami) ini telah
ditetapkan sebagai kandidat Pilkada Makassar 2018 dengan nomor urut 2. Namun
nomor urut 2 telah di perkarakan terkait tagline 2x+v, pembagian ponsel untuk
ketua RT dan RW dan pengangkatan tenaga kontrak yang dilaporkan lawan
53Jusman Hammade (31 Tahun). Politisi Muda Partai PKB. Wawancara 16 September 2018
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politiknya merupakan upaya pengadangan kesekian kalinya. Akhirnya Danny-
Indira batal menjadi calon Walikota dan calon Wakil Walikota hingga akhirnya
nomor urut 1 melawan kotak kosong54.
Kpu Kota Makassar menetapkan bahwa Appi-Cicu resmi melawan Kotak
Kosong pada Pilwali 2018 Kota Makassar. Berdasarkan hasil perhitungan suara
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar KPU Makassar menetapkan
Kotak Kosong sebagai pemenang dalam Pilwali Makassar 2018. Kotak Kosong
mengalahkan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu)
dalam perolehan suara dalam rekapitulasi suara, kotak kosong menang di 13
kecamatan di Kota Makassar sedangkan calon tunggal Appi-Cicu hanya menang di
2 Kecamatan. Kotak Kosong memperoleh suara terbanyak 300.795, sedangkan
calon tunggal memperoleh suara sebanyak 264.245. Total perolehan suara
Pemilihan Walikota mencapai 565.040 suara.
C. Dinamika Partai Politik Pilwali Kota Makassar 2018
Dinamika politik sangat terkait dengan sekali dengan persoalan partisispasi
dan demokrasi. Dinamika politik secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat
secara timbal balik. Untuk melihat dinamika politik yang terjadi di Kota Makassar
untuk Tahun 2018 kita harus melihat bagaimana proses Pemilihan Wali Kota




Dinamika Politik di Kota Makassar cukup menarik, sejumlah fakta politik
yang ada cukup seru untuk di ikuti. Pertama Walikota petahana Muhammad
Ramdhan Pomanto (Danny) mendaftar sebagai Calon Walikota mendaftar sebagai
Walikota Makassar melalui Jalur independent. Kedua Calon Walikota penantang,
Munafri Arifuddin membentuk koalisi besar dengan memborong sepuluh Partai
Politik, yakni Golkar, Nasdem, PAN, PKPI, Hanura, PPP, PKS, Gerindra dan PDIP.
Ketiga, meski Danny maju melalui jalur independen, namun Partai Demokrat tetap
setia menjadi pendukung dengan sejumlah kursi DPRD Makassar sebanyak tujuh
kursi.
Pada Pilwali Kota Makassar untuk Tahun 2018 ini akan berstatus kolom
kosong karena munculnya calon kuat yaitu Appi-Cicu sehingga membuat Danny
Pomanto kesulitan mendapatkan dukungan Partai Politik seperti yang dikatakan
oleh Jamaluddin Rustam Selaku Ketua Divisi Hukum Demokrat Sulawesi-Selatan :
Sejumlah pihak pun menganggap bahwa Pilkada Makassar bakal berstatus
“Kotak Kosong”, lantaran tak munculnya calon kuat Danny pomanto.
Namun di akhir 2017 lalu skema Kota Kosong yang digadang-gadang pihak
Danny Pomanto pun berubah, lantaran mayoritas PartaiPolitik yang
menyatakan sikap mendukung memilih putar arah. Nama terakhir yang
menguat sebagai penantang yakni Munafri Arifuddin. Meski belum
perhitungan dalam kancah politik di Kota Daeng. 55
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pada Pilwali
Kota Makassar Tahun 2018 ini berbeda dengan Tahun 2013 yang dimana pada
Pilwali Tahun 2013 diikuti oleh 10 pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota
55 Jamaluddin Rustam (52 Tahun). Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat Sul-Sel.
Wawancara. 25 Agustus 2018.
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Makassar dan Pilwali pada Tahun 2018 hanya di ikuti oleh 2 pasangan calon. Dalam
kancah politik pemilihan umum juga biasa disebutkan sebagai pasar politik dimana
terjadi kontrak sosial antara peserta Pemilihan Umum (Partai Politik) dengan
pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih, dengan melakukan serangkaian aktivitas
politik yang meliputi kampanye dan propaganda.
Pada Pilwali Kota Makassar 2018 berbanding terbalik yang dimana calon
petahana Mohammad Ramdhan Pomanto yang kembali mencalonkan diri sebagai
Wali Kota Makassar melalui jalur independent atau jalur perseorangan tetap
optimistis memenangi Pilwali Makassar 2018, Ramdhan Pomanto yang maju
melalui jalur independent dikarenakan tidak ada partai ingin mengusungnya pada
Pilwalkot Tahun 2018. Seperti yang dikatakan oleh Asmin Amin selaku Tokoh
Masyarakat dan Mantan Anggota DPRD Kota Makassar.
“Pilwali di Tahun 2018 ini hanya di ikuti oleh dua calon saja beda pada
Pilwali Tahun 2013 yang diikuti oleh sepuluh pasangan calon, akan tetapi
semaking menjelang Pemilihan Umum semakin seru pertarungan yang
terjadi seperti saat Danny Pomanto dan Indira Mulyasari gagal dalam
pencalonannya dan Appi-Cicu semakin optimis untuk menang”56
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Moh Ramdhan
Pomanto ( Danny Pomanto) dan Indira Mulyasari yang merupakan petahana . Pada
Pilwakot Tahun 2013 Moh Ramadhan Moh Ramadhan Pomanto ( Danny Pomanto)
dan Indira Mulyasari di usung oleh partai besar yaitu Partai Demokrat dan PBB,
akan tetapi pada pencalonan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dia
56Asmin Amin (57 Tahun) Tokoh Masyarakat dan Mantan Anggota DPRD Kota Makassar.
Wawancara, 20 Juli 2019.
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melalui jalur independent sebelum di nyatakan didiskualifikasi. Perilaku politik
adalah sebagai salah satu aspek dari ilmu politik yang berusaha untuk
mendefinisikan, mengukur dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik
seseorang, ideologi dan tingkat partisipasi politik. Seperti yang dikatakan oleh Andi
Idris Manggabarani  sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra
Sulsel :
Pada Pilwakot Kota Makassar 2013 setiap partai memihak ke calon yang
telah mengajukan diri ada pula sebagai kader Partai untuk memenuhi salah
satu persyaratan maupun dukungan di Pilwakot, pada saat itu pesta
demokrasi di Kota Makassar berjalan sengit dan ramai, sebab banyak calon
yang masuk dan mendapat dukungan Partai berbeda dengan Pilwakot 2018
yang hanya di gadang 2 calon namun pada akhirnya hanya 1 calon yang
maju dan melawan Kota Kosong di karenakan Paslon yang lain yaitu Danny
Pomanto tidak dapat maju di karenakan tersangkut masalah politik praktis
dan pada akhirnya Appi hanya melawan Kota Kosong.57
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pasangan
Danny-Indira telah di diskualifikasi dari keikutsertaan dalam Pilkada Kota Makassar
sehingga pihak pemohon menilai seharusnya angka dalam kotak kosong tersebut
dijadikan nol dan memenangkan pemohon. Pemohon dalam dalilnya juga
menyebutkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Danny-
Indira, mengingat yang bersangkutan ketika didiskualifikasi masih aktif sebagai
Walikota Makassar sehingga dicurigai adanya konflik kepentingan dalam perolehan
suara Kotak Kosong, akan tetapi suara yang diperoleh oleh Kotak Kosong
57Andi Idris Manggabarani (55 Tahun), Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Gerindra Sulsel Wawancara, 19 September 2018.
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merupakan suara yang mutlak oleh masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Sari
Utami Sebagai Staf Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Makassar.
“Dalam sidang lanjutan untuk perkara ini, KPU Kota Makassar selaku
termohon menegaskan bahwa perolehan suara dalam kolong kosong
bukanlah hasil dari kecurangan atau manipulasi angka, melainkan murni
suara masyarakat Kota Makassar”.58
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Pilkada dengan
satu pasangan calon diatur lebih rinci dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) nomor 13 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut disebutkan, calon tunggal
harus memperoleh lebih dari 50 persen suara. Jika tidak sampai, Pilkada ditunda
hingga pemilihan terdekat, sementara calon yang tidak terpilih boleh mendaftarkan
diri kembali. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara
persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan retorika, hubungan public,
komunikasi massa dan lobi. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi
sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan masih banyak digunakan oleh
para kandidat atau politikus sebagai komunikator politik.
Dinamika politik di Makassar mulai memanas ketika Mohammad Ramdham
‘Danny Pomanto’ didiskualifikasi dalam kontestasi Pilwakot seperti yang dikatakan
yang katakan oleh Jamaluddin Rustam Selaku Ketua Divisi Hukum Demokrat
Sulawesi-Selatan :
Danny Pomanto yang didiskualifikasi di Pilwakot Makkassar semaking
memanas dan gerakan memenangkan Kotak Kosong pun menggelora
58Sari Utami (28 Tahun). Staf Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Makassar.
Wawancara, 23 Agustus 2018.
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disetiap daerah yang ada di Kota Makkassar. Jika kolom kosong menang
pada Pilwakot Kota Makkassar Tahun 2018, maka Pilwakot Tahun 2020
membuka peluang dari calon lain. 59
Dari hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa adapun ketentuan
ambang batas selisih suara tersebut diatur dalam Pasal 158 Undang undang Nomor
10 Tahun 2016 yang menyebutkan untuk Kota Makassar ambang batas selisih suara
terbanyak adalah 0,5 persen atau sebanyak 2.825. sementara perbedaan perolehan
suara antara pemohon dengan suara yang “tidak setuju” (kolom kosong) adalah
36.550 suara. Adapun kolom kosong dalam pilkada Kota Makassar 2018 seharusnya
diisi oleh Paslon Nomor Urut 2 Pilkada Kota Makassar Moh Ramadhan Pomanto
(Danny Pomanto).
Mahkamah Konstitusi  (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilkada Kota
Makassar yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Pilkada Kota
Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang kalah suara
dari kolom kosong. Seperti diketahui, dinamika politik di Makassar mulai memanas
menyusul didiskualifikasinya Danny Pomanto dalam konstestasi Pilwalkot
Makassar. Gerakan memenangkan kotak kosongpun menggelora saat Danny
Pomanto didiskualifikasi, berbagai cara telah dilakukan oleh pasangan Appi-Cicu
demi memenangkan Pilwali Kota Makassar mulai dari memborong 10 Partai besar
hingga menghadang pencalonan Danny-Indira dengan melaporkannya terkait kasus
politik praktis.
59 Jamaluddin Rustam (52 Tahun). Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat Sul-Sel.
Wawancara. 25 Agustus 2018.
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berikut merupakan rekapitulasi Pilwali Tahun 2018 :
REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018
Perolehan pasangan calon
 MUNAFRI ARIFUDDIN, SH dan




 KOSONG Perolehan suara
300.795 suara
Berdasarkan dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Kota Kosong menang
dengan perolehan suara 300.795 suara dan mengalahkan pasangan Calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Munafri Arifuddin-Dewi Yustika Iqbal, pada saat rekapitulasi
berlangsung pasangan Appi-Cicu sempat melakukan aksi yang mengundang banyak
perhatian yakni melakukan walk out lantaran kecewa dengan hasil rekapitulasi Kpu
Makassar. Kekalahan ini disebabkan karena pasangan Appi-Cicu dinilai oleh
sejumlah partai besar yang mengusungnya mengangap tidak bekerja dengan baik
dan kecewa terhadap Appi-Cicu.
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seperti yang katakana oleh Andi Idris Manggabarani  sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulsel.
Pada Pilwalkot Tahun 2018 pasangan Appi-Cicu kalaholeh Kotak Kosong
di disebabkan oleh beberapa Faktor yang sangat mempengaruhinya yaitu
itu setiap kader partai politik yang mendukung pasangan Appi-Cicu tidak
bekerja dengan baik di karenakan calon lebih ke Nasdem dan Golkar
sehingga membuat sejumlah partai kecewa.60
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa para kader partai
politik kecewa dengan Appi-Cicu dikarenakan tidak bekerja dengan baik dan Appi
Cicu terlalu mengarah ke Partai Nasdem dan Golkar dan membuat partai lain
kecewa. Perilaku politik merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak diminta sebagai
bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi
atau mencoba mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam
organisasi atau suatu lembaga . Appi-Cicu memperlakukan partai dengan tidak rata
sehingga menimbulkan kecemburuan terhadap partai lain yang kemudian
mengakibatkan kesalahan berujung kekalahan yang mengakibatkan pula dirinya
menjadi malu serta partai pendukung yang mendukung full pencalonannya
meskipun ada yang berkhianat sehingga hal ini membuat sejarah baru di Kota
Makassar yang pertama Kalinya Melawan Kotak Kosong dan di kalahkan oleh
Kotak Kosong.
60 Andi Idris Manggabarani (55 Tahun), Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai





1. Pemilihan calon walikota dan wakil calon walikota terhdapa pilwali 2013
dengan pilwali 2018 kota Makassar terdapat perbandingan yang signifikan
dimana pada pilwali 2013 terdapat 10 calon pasangan dan beberapa pasangan
calon mendapat dukungan partai politik seperti pasangan Adil Patu - Isradi
Zainal, Supomo Guntur - Kadir Halid, Tamsil Linrung - Das’ad Latif, Danny
Pomanto - Syamsu Rizal, Irman Yasin Limpo - Busrah Abdullah, adapula
pasangan calon yang mendapat dukungan partai politik non parlemen yaitu
Apiaty Amin Syam - Zulkifli Gani Ottoh, sedangkan pasangan calon yang
tidak mendapatkan dukungan partai atau Independen yaitu Rusdin Abdullah -
Idrsi Patarai, Herman Handoko - Latief  Bafadhal, Erwin Kallo - Hasbi Ali
dan St Muhyina Muin - Syaiful Saleh. Pilwali 2013 bisa dikatakan pilwali
yang sangat demokratis sebab banyak melahirkan para calon pemimpin di
Kota Makassar sedangkan pada Pilwali 2018 awalnya hanya terdapat 2 calon
kuat yaitu Moh Rhamdan Pomanto - Indira Mulyasari dan  Munafri Arifuddin
– Andi Mustika Dewi. Namun di saat mendekati Pilwali pasangan Moh
Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari harus di diskualifikasi karena terjerak
kasus dugaan politik praktis sehingga hanya menyisahkan 1 pasangan calon
yaitu Munafri Arifuddin – Andi mustika Dewi sehingga secara otomatis
melawan Kotak Kosong.
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2. Dinamika dari para partai politik pada pilwali kota Makassar 2018 sangat
menarik dimana sang petahana Moh Rhamdan Pomanto yang kerap di sapa
dengan Danny Pomanto mendaftar sebagai calon Walikota penantang
Munafri Arifuddin yang kerap di sapa Appi yang telah membentuk Koalisi
besar dengan 10 Partai Politik yakni Golkar, Nasdem, PAN, PKPI, Hanura,
PPP, PKS, Gerindra dan PDIP, akan tetapi Danny Pomanto tetap optimis
meski maju secara Independen sebab banyak mendapat dukungan dari
kalangan masyarakat. Namun tidak berselang lama Danny pomanto di kaitkan
dengan kasus dugaan politik praktis yang membuat dirinya harus di
diskualifikasi. Dalam hal ini Appi yang hanya tinggal sebagai satu-satunya
calon sangat optimis bisa memenangkan Pilwali 2018 dengan hanya melawan
kota kosong, namun tim Danny tidak tinggal diam melihat kondisi ini
sehingga para tim Danny membentuk kekuatan politik untuk menggagalkan
kemenangan Appi - cicu. Pada akhirnya pasangan Appi - Cicu telah di
kalahkan oleh kota kosong yang di nahkodai oleh para tim dari Danny.
B. Implikasi Penelitian
Dalam deskripsi hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan implikasi
dari hasil penelitian, antara lain :
1. Penelitian ini dapat mendefinisikan bahwa pentingnya sebuah demokrasi,
demokrasi merupakan suatu cara untuk mencari sosok pemimpin yang baru
dan dipercaya oleh masyarakat. Adanya demokrasi masyarakat bisa memilih
pemimpin mereka dengan menggunakan hak pilih sebagai suatu masyarakat
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yang ada di daerah tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam mencari
pemimpin dengan menggunakan hak pilih merupakan salah satu bentuk
partisipasi politik untuk melihat majunya suatu daerah.
2. Penelitian ini merupakan bagian kecil dari Pentingnya dukungan partai politik
untuk memenangkan suatu kontestasi politik, dengan melihat dinamika
Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 dan
Tahun 2018.Tahun 2013 ada 10 calon yang maju di Pilwali dengan dukungan
partai politik dan pada Tahun 2018 hanya ada satu Calon yang maju yang
dikenal dengan kotak kosong diakibatkan kurangnya dukungan partai yang
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